GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi penyusunan
dokumen rencana kerja dan anggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program, dan
kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9);



Menetapkan

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor
S3);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2010
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita

Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 24 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019

Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1.

Lampiran [ Bab II huruf D angka 12, huruf b, angka 1) diubah

menjadi:

1). Kegiatan PBRS dan PKRS dianggarkan pada jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja barang untuk
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berpenghasilan
rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran I Bab III huruf C angka 2, huruf b, angka 2), huruf mm)

dihapus.

Lampiran I Bab III huruf C angka 2, huruf b, angka 2), huruf nn)

diubah menjadi:

nn). Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga:

(1) Yang termasuk dalam objek Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga antara lain:

(a) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat; dan

(b) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga.

(2) Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar
penanganan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai
kewenangan sebagai berikut:

(a) Kawasan kumuh dengan luasan 10 hektar sampai dengan
di bawah 15 hektar yang telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati/Walikota;

(b) Kawasan strategis Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun
2010-2030;

(c) Kawasan lainnya diantaranya:

i. Daerah yang terkena dampak bencana yang

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;



ii. Daerah yang disepakati bersama antar
Kabupaten/Kota yang merupakan kawasan yang
mempunyai dampak dan manfaat bagi daerah lintas
Kabupaten/Kota tersebut; dan

iii. Daerah kantong-kantong kemiskinan yang ditetapkan
oleh Gubernur.

(3) Objek  Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan penganggaran yang
digunakan untuk:

(a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10 hektar
sampai dengan di bawah 15 hektar;

(b) Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di
kawasan strategis daerah Provinsi;

(c) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Permukiman;

(d) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;

(e) Penyediaan rumah korban bencana Provinsi; dan

(f) Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah;

(4) Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan
Permukiman Kumuh sesuai amanat Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun
2016 bahwa Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh merupakan kondisi kekumuhan yang perlu
ditangani. Yang termasuk dalam objek belanja Belanja
Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
antara lain:

(a) Belanja Gedung;

(b) Belanja Jalan Lingkungan,;

(c) Belanja Penyediaan Air Minum;

(d) Belanja Drainase Lingkungan,;

(e) Belanja Pengelolaan Air Limbah;

(f) Belanja Pengelolaan Persampahan; dan

(g) Belanja Proteksi Kebakaran.

(5) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Permukiman sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2009 bahwa perumahan dan permukiman
dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang perlu
ditangani pemerintah. Yang termasuk dalam objek Belanja
Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

antara lain:



4.

(a) Belanja Jaringan Jalan;

(b) Belanja Saluran Pembuangan Air Limbah;

(c) Belanja Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase);
(d) Belanja Saluran Pembuangan Sampah;

(e) Belanja Pelayanan Umum dan Pemerintahan;

(f) Belanja Sarana Peribadatan;

(g) Belanja Sarana Rekreasi dan Olah Raga;

(h) Belanja Pertamanan dan Ruang Terbuka Publik;

(i) Belanja Jaringan Air Bersih; dan

(j) Belanja Pemadam Kebakaran.

Lampiran I Bab III huruf C angka 2, huruf c, diubah sebagai berikut:
c. Belanja Modal

Rekening belanja modal digunakan untuk menampung
penganggaran belanja atau pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap dan
aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan tidak
untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam
rekening belanja modal adalah perolehan awal dan pengeluaran
untuk pemeliharaan yang sifatnya meningkatkan kapasitas dan
kualitas atau menambah masa manfaat aset tetap atau aset
lainnya. Belanja aset tetap di antaranya adalah tanah,
gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan jaringan dan
irigasi, dan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku,
hewan ternak, tanaman, barang bercorak seni/budaya/olahraga,
dan aset tetap renovasi.

Penganggaran Pengadaan Barang Modal memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku
Pengguna Anggaran dan telah diverifikasi oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat
Penatausahaan Barang Milik Daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah;

2) Untuk pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas disertakan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD), daftar inventaris kendaraan dinas, serta nama
pemegang kendaraan yang ditandatangani oleh Kepala

Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.



Tidak diperkenankan menganggarkan pekerjaan fisik/konstruksi
dan barang impor/kendaraan karoseri pada Perubahan APBD
apabila diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun
2020.
Belanja Alat Kesehatan, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium,
Meubelair tidak diperkenankan dalam satuan paket.
Penganggaran Belanja Modal aset tetap seperti komputer, printer,
dan lain-lain, yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan,
dialokasikan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana
SKPD.
Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja
modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut:
1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih
dari 12 (dua belas) bulan;
2) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau
barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
3) Perolehan barang tersebut untuk  digunakan dan
dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk
dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak
ketiga; dan
4) Nilai rupiah pembelian barang material atau  pengeluaran
untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan
untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas objek yang
dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak
mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah
ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis,
dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas
produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan
sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika
memenuhi ketiga kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai
berikut:
1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
a) bertambah ekonomis/efisien;

b) bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau



c) bertambah volume; dan/atau
d) bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
2) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen
barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
3) barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Jumlah yang dianggarkan dalam belanja modal adalah:
1) Harga beli/biaya konstruksi; dan
2) Biaya pendukung hingga aset tetap dan aset lainnya tersebut
siap digunakan.
Biaya pendukung adalah seluruh biaya administrasi dan biaya
lain yang dapat diatribusikan (ditunjuk) secara langsung kepada
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bersangkutan yang
jumlah anggarannya tidak melebihi 10% dari total anggaran
kegiatan yang bersangkutan dengan uraian sebagai berikut:
1) Penunjang yang dapat diatribusikan:
a) Biaya persiapan tempat;
b) Honorarium pejabat pengadaan/panitia penerima hasil
pekerjaan,;
c) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan
dan bongkar muat (handling cost);
d) Biaya pemasangan (installation cost); dan
e) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
2) Penunjang yang tidak dapat diatribusikan:
a). Biaya perjalanan dinas (di luar survei awal);
b). Alat tulis kantor;
c). Biaya materai dan benda pos lainnya;
d). Penggandaan; dan
e). Biaya makan minum.
Penunjang yang dapat diatribusikan dianggarkan pada rekening
Belanja Modal kegiatan berkenaan. Penunjang yang tidak dapat
diatribusikan dianggarkan pada rekening objek Belanja Lain-lain
Pengadaan Barang/Jasa.
Penganggaran belanja modal pada SKPD dilakukan pada Bagian
Sekretariat terkait aset tetap atau aset lainnya yang
penggunaannya diperuntukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas aparatur. Sedangkan belanja modal aset tetap/aset lainnya
yang bersifat spesifik bagi kegiatan tertentu dapat dianggarkan

pada kegiatan tersebut.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 September 2020
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010
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